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ABSTRACT

Synergy of Bureaucracy, Private Sector, and Community toward the Effectiveness in
Formulating Policy at BAPPEDA in Bengkayang District of the Province of West
Kalimantan

Akam
Akam18sp@yahoo.co.id

The title of this thesis is “Synergy of Bureaucracy, Private Sector, and
Community toward the Effectiveness in Formulating Policy,.at BAPPEDA in
Bengkayang District of the Province of West Kalimantan,”'_The thesis was written
based on research which was conducted in 2008 at BARPEDA in Bengkayang
District of the Province of West Kalimantan. The airh of ‘the research was to observe
the process in formulating planning policy in/BAPREDA, the board of regional
development planning, in Bengkayang Distrigt, West'Kalimantan. The research used
the qualitative descriptive approach. Data\were’Collected using questionnaire and
interview to the related officials and-officers; and observation at the BAPPEDA
office.

Democracy in planning poficy formulation process is the implementation
of accommodation the conimunity” interests in determining the policy and form of
community participation bin=thie process of public policy making. The Policy
formulation process 6f development planning at BAPPEDA Bengkayang district had
been referring to Unddng-Undang No. 32 Tahun 2004. The policy formulation
process conducted tiirough the activities of Musrenbang at level of the village, sub-
district and district. Musrenbang activities at the village, sub-district or district levels
involvedy, various parties namely DPRD of Bengkayang  district,
agencies/offices/boards in Bengkayang district, Bengkayang sub-districts, private
sectors or parties, such as universities, banks, religious leaders, community leaders,
youth leaders and NGOs in Bengkayang District.

The result of the research revealed, that there was the synergy among
bureaucracy private sector, and community the process of formulation of policy
planning at the BAPPEDA in Bengkayang district, thus community aspirations
publics could be accommodated and resulted in planning. The synergies of those
elements were influenced by various factors, such as organization and personnel
characteristics, environmental policy, and management practices. These factors
supported the achievement of tasks and function optimally at BAPPEDA in
Bengkayang District.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40903.pdf

The policy formulation process of development planning at BAPPEDA
in Bengkayang District implemented through Musrenbang, especially at the sub-
district level. The synergy among the bureaucracy, private sectors and community
had occurred, however the involvement of stakeholders, such as legislators,
especially the legislators from the electoral district should be increased. The research
showed that Musrenbang activities at some sub-district level and forum SKPD at
district level often conducted without the presence of legislators. This conduction
influenced the quality of the results of planning policies.

The determination of the factors that influenced the implementation of a
public policy should be conducted in accordance with the relevant physical, social
and economic conditions of the location of the targeted policy. Representation of the
target group and non-target group should be carefully considered in collecting data
and information. Instruments for collecting data had to be systematically designed in
order to collect representative opinion within the community:

Based on this research the strategy of{the, pfocess of planning policy
formulation could be formulated. This strategy consisted of the principles and stages
of activities that must be systematically carrieéd-ott, The process of planning policy
formulation should include the principles @hopeririess, rationality and motivation that
were appropriate with the stage of actjvities carried out. The phases of the process of
policy formulation should be systematically implemented from introduction of
socialization of policy, preparation af policy implementation, and implementation of
the policy. All stages of the, process of policy implementation should involve
government, private sectors”and public or community in accordance with their
position and function iritheprocess of planning policy formulation.

Key Words : _syherdy, bureaucracy, public sector, community, planning policy,
effectiveness of policy formulation
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ABSTRAK

Sinergi Birokrasi, Swasta dan Masyarakat Terhadap Efektivitas Proses Formulasi
Kebijakan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Bengkayang.

Akam
Universitas Terbuka

Akam18sp@yahoo.co.id

TAPM ini berjudul Sinergi Birokrasi, Swasta dan Masyarakat terhadap
Efektivitas Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten
Bengkayang Kalimantan Barat, yang ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan
pada tahun 2008 di BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Penelitian
bertujuan untuk mengkaji proses memformulasikan kehijakan perencanaan pada
BAPPEDA di Kabupaten tersebut. Pendekatan penelitian ‘yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif, di mana data primer didapat gdehgan’mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada para pejabat yang terkait Qdengaf” masalah proses formulasi
kebijakan perencanaan baik dari petugas dapangan maupun pejabat struktural,
sedangkan data dikumpulkan melalui studi dekdmen, wawancara, dan observasi
langsung ke lokus penelitian yaitu kanter BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.

Demokrasi dalam proses»formulasi kebijakan perencanaan merupakan
wujud akomodasi kepentingdnsmasyarakat dalam menentukan kebijakan dan
partisipasi masyarakat dalam_preses pembuatan kebijakan publik. Proses formulasi
kebijakan perencanaan/ pembangunan pada BAPPEDA Kabupaten Bengkayang
selama ini telah merigacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana
dalam proses perumusan kebijakan dimulai melalui kegiatan Musrenbang dari
tingkat desa,, tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. Kegiatan
Musrenbang \di-*tingkat desa, tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten
melibatkan berbagai pihak, yaitu DPRD Kabupaten Bengkayang, Badan/Dinas/
Kantor yang ada di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan di wilayah Kabupaten
Bengkayang, pihak swasta seperti Perguruan Tinggi, Bank, Tokoh Agama, Tokoh
Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan LSM yang ada di wilayah Kabupaten
Bengkayang, serta melibatkan Muspida Kabupaten Bengkayang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sinergi birokrasi, swasta
dan masyarakat terhadap proses formulasi kebijakan perencanaan pada BAPPEDA
Kabupaten Bengkayang sehingga semua aspirasi masyarakat dapat ditampung atau
diserap dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang mengakomodasi dan
dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat secara merata. Dalam upaya
mewujudkan sinergi birokrasi, swasta dan masyarakat terhadap proses formulasi
kebijakan perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten Bengkayang dipengaruhi oleh
berbagai faktor seperti organisasi, pegawai, lingkungan kebijakan dan praktik
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manajemen, yang kesemuanya mendukung pencapaian tugas dan fungsi BAPPEDA
secara optimal.

Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan
melalui kegiatan Musrenbang, terutama Musrenbang di tingkat kecamatan, tampak
sudah terjadi sinergisitas antara sektor pemerintah, swasta dan masyarakat, namun
masih  perlu adanya peningkatan keterlibatan para stakeholder seperti anggota
DPRD khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) kecamatan yang
bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Musrenbang
tingkat kecamatan di beberapa kecamatan dan dalam forum SKPD tidak dihadiri oleh
anggota DPRD. Padahal kehadiran anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi
tingkat kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan.

Penetapan faktor-faktor yang dapat mempengarulisimplementasi suatu
kebijakan publik harus dilakukan secara spesifik sesuai dengan‘kondisi fisik, sosial,
dan ekonomi dari suatu lokasi yang menjadi sasaran kebijakan. Asas keterwakilan
kelompok sasaran dan bukan sasaran harus dipertichbangkan dengan cermat dalam
rangka mengumpulkan data dan informasi yang dipeftukan. Alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data dan informasi tergebut™harus didesain secara cermat dan
sistematis sehingga mewakili pendapat yang,berkembang di dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian iniz/Suata strategi yang harus dilakukan dalam
proses formulasi kebijakan perencafiaan pembangunan dapat disusun. Strategi
tersebut meliputi prinsip dan<iatiapan” kegiatan yang harus dipatuhi dan dilakukan
secara sistematis. Proses fofmulasi’kebijakan perencanaan harus mengandung prinsip
keterbukaan, rasionalitaS dafr’motivasi yang benar dan tepat dalam setiap tahapan
kegiatan yang dilakukan,” Tahapan pelaksanaan proses formulasi kebijakan
perencanaan harus' dilélui secara sistematis dimulai dari pemaparan kebijakan,
sosialisasi kehijakan~dan hasil pemaparan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan
pembangunan, dan pemanfaatan pembangunan. Semua tahapan pelaksanaan tersebut
harus melibatkan semua komponen: pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai
dengan kedudukan dan fungsi masing-masing dalam proses formulasi kebijakan
perencanaan pembangunan.

Kata Kunci : Sinergi, birokrasi, swasta, masyarakat, perencanaan kebijakan,
efektivitas formulasi kebijakan perencanaan
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BAB Il
KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

Kerangka teori sangat diperlukan terutama sebagai landasan untuk
menjawab masalah atau pertanyaan penelitian dalam membangun suatu penelitian.
Sejalan dengan topik dan temanya, melalui pendekatan holistik penelitian ini
memerlukan dukungan teori-teori dan referensi-referensi tentarig kebijakan publik,
good governance, otonomi daerah, hegemoni Negara dan demokrasi.

Perhatian terhadap masalah proses pefurmusan kebijakan yang demokratis
dewasa ini dikalangan ilmuan indonesia sangat“beragam. Hal ini ditandai dengan
banyaknya studi menyangkut prosés.~perumusan kebijakan yang megharuskan
keikutsertaan (partisipasi) masyéarakat, dengan kata lain bahwa proses itu tidak hanya
dimonopoli oleh pemerintah«(Dirckrat).

Fatah (2001, 5) mengemukakan bahwa posisi rakyat dalam suatu negara
sebagai hakekat, dari” demokrasi, mereka memiliki akses baik secara langsung
maupun.tidak™Mangsung terhadap suatu kebijakan publik. Fokus dari pemikiran ini
adalah terdapatnya lembaga/intitusi (Partai Politik, LSM, organisasi kemasyarakatan,
komite, parlemen dan lain-lain) yang mewakili rakyat dalam proses perumusan
kebijakan publik.

Menurut Fatah (2001, 5) bahwa prinsip kerja institusi-institusi ini perlu

diubah dari “perwalian’ke “perwakilan”. Dalam konteks perwalian, pelaku (wali)

10
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merasa lebih tahu dari publik --bahkan dalam hal apa yang diinginkan publik bahkan
dalam hal apa yang diinginkan publik, karena itu mereka merasa perlu membangun
hubungan intens dengan publik.

Konsep perwakilan, setiap pelaku memposisikan dirinya sebagai
representasi atau wakil dari publik, sehingga mereka merasa perlu terus menerus
berkonsultasi dengan publik bahkan ada di tengah publik guna mengetahui dinamika
keinginan mereka. Dalam kerangka itulah, kerja institusi seyogianya diorientasikan
dari model “pemanjaan publik” ke “pertanggungjawaban publik?,

Studi lainnya dilakukan oleh Redjo (2001,%/®) +enunjukkan bahwa
pandangan mengenai prasyarat-prasyarat institusienal -bagi pemerintahan yang
demokratis dalam mengekspresikan keperitinigan~ publik, di antaranya adalah
pandangan yang menyebutkan bahwa demokraSi pada dasarnya menunjuk pada hak
berpartisipasi dalam mempengarufti~ atau menentukan pembuatan keputusan,
terutama yang menyangkut-kepentigan individu anggota masyarakat, sementara itu
partisipasi hanya dapatwierjadi apabila terdapat proses pemberdayaan oleh suatu
kekuatan politikeyang memiliki hak, dalam hal ini pemerintah.

Hiawan asing yang banyak melakukan studi tentang demokrasi, salah
satunya adatah Dahl (Said; 2001, 58). Doktrin republiken yang dikemukakannya
menandai transformasi kedua dari perkembangan praktek demokrasi. Doktrin ini
mengetengahkan bahwa suatu sistem politik baru sah, diinginkan dan bijak jika
selurun rakyat tanpa kecuali, memiliki hak partisipasi sepenuhnya dalam
pemerintahan. Dalam konteks ini, proses demokrasi mengandung visi sistem politik

hal mana para warganya memandang satu sama lain sederajat dalam kehidupan
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politik, secara bersama-sama berdaulat dan memiliki kapasitas sumber daya dan
lembaga yang dibutuhkannya guna memerintah (govern) dari mereka sendiri.

Kajian yang lebih mendalam tentang proses perumusan kebijakan
perencanaan yang demokratis dalam pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan oleh
Maskun (2001, 233). Kesimpulan dari studi ini adalah aspek perencanaan memiliki
peranan penting dalam membina serta mengembangkan otonomi daerah, karena
melalui perencanaan, jauh sebelum terjadi perwujudan pembangunan, masyarakat
lebih banyak mengerti tentang situasi daerahnya dari~peranannya untuk
berpartisipasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa perencanaan, akan menjadi katalisator
pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat
memahami tentang kebijakan pemerinialr ‘dan dapat memperhitungkan
kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah atas dasar otonomi yang
dimilikinya.

Studi tentang gelas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance) dalam era otOriomi daerah yang dititikberatkan pada proses perumusan
kebijakan yang -deroKratis sudah pernah dilakukan, bahkan penelitian yang lebih
mutakhir driakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan UGM
melalui Govérnance and Decentralizations Survey (LAN, 2002:27). Penelitian ini
dilakukan pada 16 Propinsi dan 177 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan
tujuan mempromosikan good governance pada tingkat pemerintah daerah, melalui
partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Akan tetapi hasil penelitian
tersebut, sampai saat ini belum dipublikasikan, sehingga belum  terungkap

bagaimana peran para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan publik di
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Daerah, disamping faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap sinergi
para stakehoders dalam proses perumusan kebijakan.

Studi-studi terdahulu sangat bermanfaat untuk memahami lebih jauh
tentang implementasi good governance dalam era otonomi daerah, dengan titik berat
pada proses perumusan kebijakan yang demokratis, sehingga kerangka teori yang

terkait dengan penelitian ini, adalah :

1. Kebijakan Publik

Dalam literatur ilmu politik dan administrasi hegdra,” terdapat banyak
definisi atau batasan tentang kebijakan publiks, Namun demikian, untuk
memudahkan analisis, akan dipergunakan <oeberapa batasan pengertian yang
sesuai serta berhubungan dengan temasenelitian ini. Dye (1992:2) menjelaskan
bahwa kebijakan publik adalah ‘apapuri yang dipilih oleh pemerintah untuk
melakukan atau tidak melaKukan. Rose (Winarno, 1989:3) menyarankan bahwa
kebijakan dipahami sebagal *serangkaian kegiatan-kegiatan yang sedikit banyak
berhubungan  {ieserta~ konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang
bersangkutamdaripada sebagai keputusan tersendiri.”

Friedrich (dalam Winarno,1989:3) mendefinisikan kebijakan publik
sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi hambatan-hambatan
serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu

tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud.
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Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah
tindakan, di dalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian
tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Dunn (2000:22)
membagi proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahapan, yakni :
¢ Penyusunan agenda kebijakan.

e Formulasi kebijakan.

e Adopsi kebijakan.

e Implementasi kebijakan.
e Penilaian kebijakan.

Lebih jauh tentang proses pembuatap~kehijakan negara (publik), Udoji
(Wahab, 2001:17) merumuskan bahwa pembuatan kebijakan negara sebagai
“The whole process of articulating“and defining problems, formulating possible
solutions into political demands, channelling those demands into the political

systems, seeking sanctions @r iégitimation of the preferred course of action,
legitimation and implementation, monitoring and review (feedback)”.

Tahap-tahap tersebutymencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang
terjadi sepanjangwvaktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan
tahap terakhir{penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan
agenda) atau tahap ditengah dalam aktivitas yang tidak linear.

Perencanaan sebagai suatu kebijakan merupakan proses kegiatan usaha
yang dilakukan secara terus menerus dan komprehensif serta memiliki tahapan
yang sistematis, sebagaimana dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1992:57)

bahwa tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan terdiri atas :
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e Penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan, baik sebelum memulai
suatu rencana (review before take off) maupun tinjauan terhadap pelaksanaan
rencana sebelumnya (review of performance), perkiraan keadaan masa yang
akan dilalui rencana (forecasting), penetapan tujuan rencana (plan objectives)
dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, identifikasi kebijakan
atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana serta pengambilan
keputusan sebagai persetujuan atas suatu rencana.

e Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang lebih
terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam_jangka waktu tertentu, suatu
perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwél pembiayaan serta penentuan
lembaga atau kerja sama antar lembagasnaria’yang akan melakukan program-
program pembangunan. Tabap in)” seringkali perlu dibantu dengan
penyusunan suatu tahap flow-cfiart, operation-plan atau network-plan.

e Pelaksanaan rencand (impleémentasi) yang terdiri atas eksplorasi, konstruksi
dan operasi. Dalam tahap ini, kebijakan-kebijakan perlu diikuti implikasi
pelaksan&annya,;” bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian-
peryesuaian.

e Tahap selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang
bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai
dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui
seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta dilakukannya

tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk maksud tersebut,
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maka diperlukan suatu system monitoring dengan mengusahakan pelaporan
dan feedback yang baik daripada pelaksana rencana.

e Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui
suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus (concurrent review).
Disamping itu, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap
penyusunan rencana yakni evaluasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi
tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat
dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya dtaw. penyesuaian yang
diperlukan dalam (pelaksanaan) perencanaan itu sendiri,

Berdasarkan rumusan pengertian serta, hal-hal pokok yang merupakan
prinsip-prinsip perencanaan yang dikémakakan di atas, kata-kata tujuan
mengandung pengertian bahwa perencanaan berhubungan erat dengan perumusan
kebijakan (policy formulation),\sébagaimana dikemukakan oleh United Nations
dalam buku Planning for“Ecanemic Development (ibid, 2000:12) bahwa “A plan
provide guidelines Tef policy through the translation of these general objectives
into physicak.targets and specific tools for particular economic and social

activities®,

2. Good Governance

Istilah “Governance” menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa
mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak
hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi,

integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, bahwa kemampuan
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suatu negara mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kualitas tata
kepemerintahan di mana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta
dan masyarakat (Thoha, 2000:12).

United Nations Development Programme (UNDP, 2000:5)
mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and
administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Menurut
definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic,
political, dan administrative.

Economics governance meliputi proses-proses, pembuatan keputusan
(decision-making processes) yang memfasilitasi” aktivitas ekonomi di dalam
negeri dan interaksi diantara penyelenggara,‘ekonomi. Economic governance
mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality of life.

Political governance,adatah proses-proses pembuatan keputusan untuk
formulasi kebijakan, sedangkan administrative governance adalah sistem
implementasi proses\kebijakan. Oleh karena itu institusi dari governance meliputi
tiga domain,«yaitu State (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta
atau dunia—usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan
menjaldnkan fungsinya masing-masing (LAN, 2000:5).

Konsep good governance sejak tahun 1991 dipromosikan oleh beberapa
agensi multilateral dan bilateral seperti JICA, OECD, GTZ (Keban, 2000:52).
Mereka memberikan tekanan pada beberapa indikator, antara lain :

a. demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah;
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b. hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang
berlaku;

c. partisipasi rakyat;

d. efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi
publik;

e. pengurangan anggaran militer; dan

f. tata ekonomi yang berorientasi pasar.

OECD dan World Bank (LAN; 2000, 6) menyetafakan pengertian good
governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi”dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi yangiangka, dan pencegahan korupsi
baik secara politik maupun administratit,"menjalankan disiplin anggaran serta
penciptaan legal and political “frameworks bagi tumbuhnya aktivitas
kewiraswastaan.

UNDP dalam” Workshop yang diselenggarakannya (Widodo, 2001:24)
menyimpulkan bahiwa “that good governance system are participatory, implying
that all members of governance institutions have a voice in influencing decision
making””. Namun dalam perkembangan berikutnya lembaga ini (LAN, 2000:7)
memberikan definisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan
konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society).

Lembaga Administrasi Negara (2000:6) mendefinisikan good
governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan

bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan”
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interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan

masyarakat (society). Pada tataran ini, good governance berorientasi pada 2

(dua) hal pokok, yakni :

a. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada
tataran ini, good governance mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan
bernegara dengan elemen-elemen Kkonstituennya, seperti legitimacy,
accountability, scuring of human right, autonomy and devolution of power
dan assurance of civilian control;

b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu“secara efektif dan efisien
dalam melakukan upaya mencapai tujuan_nasional. Dalam konteks ini, good
governance tergantung pada sejauhnana“struktur serta mekanisme politik
dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pengertian good governance diatas, maka dapat
diidentifikasi indikator<indikator yang terkandung di dalamnya. UNDP (LAN,
2000:7) mengajukandarakteristik good governance, sebagai berikut :

e Participation ; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusSaii,” baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi
legittmasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun
atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara
konstruktif.

e Rule of law ; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang

bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
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e Transparancy ; Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi.
Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima
oleh mereka yang membutuhkan.

e Responsive ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk
melayani setiap stakeholders.

e Consensus Orientation ; Good governance menjadi perantara kepentingan
yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih
luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-presedur.

e Equity ; Semua warga negara, baik laki-laki maupunsperempuan mempunyai
kesempatan untuk meningkatkan atau menjagd kesejahteraan mereka.

e Effectiveness and effeciency ; »RrOses<proses dan lembaga-lembaga
menghasilkan sesuai dengan apa yang-telah digariskan dengan menggunakan
sumber-sumber yang tersédiassebaik mungkin.

e Accountability ; Pafa.pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta
dan masyaraKat “(cwil society) bertanggung jawab kepada publik dan
lembaga:lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi
dany, sifat” keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk
kepentingan internal atau eksternal organisasi.

e Strategic vision ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif
good governance dan pengembangan yang luas dan jauh ke depan sejalan
dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Sementara itu, United Nations (Keban, 2000:52) merumuskan indikator

good governance yang meliputi :
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a. Kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan
dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik efektif
dan responsif;

b. Akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan
keputusan;

c. Partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi
dari publik dan dari swasta;

d. Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan; dan

e. Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

Nilai yang terkandung dari pengeriiari Jbeserta karakteristik good
governance tersebut merupakan nilai-nifai*yang universal sifatnya dan sesuai
dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam
RPJMN 1999 - 2004, karena it diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban,~ yang tepat, jelas dan nyata sehingga
penyelenggaraan, peifierintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna.dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas
dan tetsedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini
merupdkan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan
metode pembuatan keputusan harus transparan agar memungkinkan terjadinya
partisipasi efektif.

Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam
pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat,

harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi stakeholders.
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Di samping itu, institusi yang governance harus efisien dan efektif dalam
melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat,
memberikan fasilitas dan peluang daripada melakukan kontrol serta
melaksanakan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat di katakan bahwa wujud good
governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid yang
bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan
interaksi yang positif di antara domain-domain negar@-sektor swasta dan
masyarakat (LAN; 2000, 8), sedangkan hubungan diznantara ketiga unsur utama
(domain) tersebut dapat digambarkan sebagai_béerikut :

Gambatf 271

Hubungan Para Stakeholder dalam,Proses Formulasi Kebijakan

Masyarakat

3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Desentralisasi tidak bisa dipisahkan dengan masalah sentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, karena
pada dasarnya berkenaan dengan “delegation of authority and responsibility”

yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit bawahan memiliki wewenang dan
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tanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan (Miewald dalam
Pamudji,1984:2).

Pide (1997:34) mengemukakan bahwa desentralisasi pada dasarnya
adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu
secara vertikal dari institusi/lembaga/ pejabat yang lebih tinggi kepada
institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi/ dilimpahi
kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam
urusan tertentu tersebut.

Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor*22-Tahun 1999 merupakan
salah satu asas penyelenggaraan pemerintaharndaerah yang diartikan sebagai
penyerahan wewenang pemerintahan oléh/pémerintah kepada daerah otonom
dalam kerangka negara kesatuan Republik/Indonesia, yang secara utuh dan bulat
dilaksanakan pada daerah kabupaten dan kota. Pengertian ini sesuai dengan
hakekat dari desentralisasivyakni “delegation of authority and responsibility”.
Sementara itu, Bryan dan” White (1989:203) mengartikan desentralisasi sebagai
pemindahan<kewenangan dalam urusan kemasyarakatan dari pejabat-pejabat
politik ke adan-badan yang relatif otonom atau pemindahan fungsi administratif
ke hierarki yang lebih bawah.

Beberapa ilmuwan (pakar) mengemukakan alasan pemilihan
desentralisasi sebagai strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurut Barkley (1978:2), desentralisasi dipandang dapat mendorong

pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih luas atau dengan kata lain
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memberi dukungan yang lebih konstruktif di dalam proses pengambilan
keputusan.

Mc. Gregor (1966:3) menegaskan, jika kita dapat menekan pengambilan
keputusan dalam organisasi ke tingkat yang lebih rendah, maka kita akan
cenderung memperoleh keputusan-keputusan yang lebih baik. Desentralisasi
bukan saja akan dapat memperbaiki kualitas dari keputusan-keputusan yang
diambil, tetapi juga akan dapat memperbaiki kualitas daripada pengambilan
keputusan, karena orang cenderung untuk tumbuh dan befkembang secara lebih
cepat manakala mereka dimotivasi secara efektif\dan 4ini bisa terjadi jika
kewenangan pengambilan keputusan didesentraliSasikan. Hal ini mensyaratkan
penerapan azas desentralisasi yang beraiii perngambilan keputusan pada tingkat
bawah organisasi dipandang sebagai cara‘terbaik untuk melahirkan keputusan-
keputusan yang lebih sesuai dengan kepentingan organisasi besar.

Rondinelli  (1890:69)” menggambarkan secara jelas, mengapa
desentralisasi perudipitih dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan,
karena melalul, desentralisasi akan dapat meningkatkan efektivitas dalam
membuat Kebijaksanaan nasional, dengan cara mendelegasikan tanggung jawab
yang lébih besar kepada para pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek-
proyek pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Desentralisasi akan dapat memungkinkan para pejabat setempat untuk
lebih dapat mengatasi masalah-masalah yang selama ini dianggap kurang baik
dan ciri-ciri prosedur yang sangat birokratis di dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan yang sering kali dialami oleh negara berkembang,
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sehingga memungkinkan terciptanya konsentrasi kekuasaan, otoritas dan
sumber-sumber yang sangat berlebihan di tingkat pusat.

Jika dilihat dari fungsi-fungsi pembangunan yang didesentralisasikan
para pejabat, staf pada tingkat lokal atau unit-unit administratif yang lebih
rendah, akan dapat meningkatkan pemahaman dan sensivitas (daya tanggap)
mereka terhadap masalah dan kebutuhan setempat, karena mereka akan bekerja
pada tingkat dimana semua permasalahan tersebut terasa paling menekan dan
terlihat paling jelas. Sedangkan bila dilihat dari sisi,.hubungan kerja,
desentralisasi dipandang dapat lebih mendekatkan, mengakrabkan dan
mempererat hubungan antara masyarakat “derigan para pejabat, staf
pelaksana, sehingga hal ini akan snemungkinkan mereka mendapatkan
informasi yang lebih baik, yang, diperlukan dalam proses perumusan
rencana pembangunan daxi pada apa yang mereka peroleh bila hanya
menunggu di kanterpusat-saja.

Desentrahisast” juga dapat meningkatkan dukungan politis dan
administratits\bagi kebijaksanaan pembangunan nasional pada tingkat lokal.
Dalam Kkonteks ini, dengan diketahuinya rencana-rencana pembangunan tingkat
nasional pada tingkat lokal, maka disamping akan dapat mendapatkan dukungan
politis dan administratif pada tingkat lokal, juga akan mendorong kelompok-
kelompok sosial setempat untuk meningkatkan kemampuan partisipasinya dalam

merencanakan dan mengambil keputusan yang mereka buat.
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Selama ini yang terjadi rencana-rencana pembangunan tingkat nasional
acapkali tidak diketahui oleh penduduk setempat atau lebih bersifat top down,
sehingga seringkali rencana tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik
karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat atau juga tidak sesuai dengan
kondisi setempat. Yang lebih penting lagi, desentralisasi ini juga dianggap dapat
meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, dengan cara mengurangi beban kerja
rutin dan fungsi-fungsi manual yang dapat secara efektif diselesaikan oleh para
staf pelaksana lapangan atau para pimpinan unit-unit adtnipistratif yang lebih
rendah.

Pada kesempatan lain, Rondinelli (Widedo; 2001, 43) mengemukakan
beberapa keunggulan desentralisasi, di anfaranya’:

e Desentralisasi merupakan alat=untuk’“mengurangi kelemahan perencanaan
terpusat. Dengan delegash, kepada aparat di tingkat lokal, problema
sentralisasi dapat lebih mudah dipecahkan.

e Desentralisasi/mefupakan alat yang bisa mengurangi gejala red tape.

e Dengan. desentralisasi maka kepekaan dan pengetahuan tentang kebutuhan
masyarakat lokal dapat ditingkatkan.

e Dengan desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok kepentingan
dan kelompok politik terwakili dalam proses pengambilan keputusan,
sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh

pelayanan pemerintah.
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Struktur pemerintahan yang desentralistis sangat diperlukan untuk
melembagakan partisipasi warga negara dalam perencanaan dan pengelolaan
pembangunan.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat dan
pemerintahan, pengambilan keputusan yang sentralistis menjadi tidak efisien,
mahal dan sulit dilaksanakan.

Tujuan desentralisasi menurut Maryanov (Widodo, 2001:45) adalah

sebagai “it is a method for spreading government to all parts.af the country; it is

a method for accomodating regional differences,\regional aspiration and

regional demmands within to confines of the unitary state”. Sementara itu, Sady

(Tjokroamidjojo,1987:82), mengemukakan-ujuan desentralisasi adalah untuk :

Mengurangi beban pemerintah=pusat dan campur tangan tentang masalah-
masalah kecil pada tingkat lekai."Demikian pula memberikan peluang untuk
koordinasi pelaksandan.pada tingkat lokal.

Meningkatkan” péngertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan
usaha pefmbangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat
metasSakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka itu.

Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat
lokal sehingga dapat lebih realistis.

Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (self-government).
Pembinaan kesatuan nasional.

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sady, Soemardjan (dalam

Winarno, 2007:45) mengemukakan bahwa sistem desentralisasi pemerintahan
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merupakan sistem yang paling sesuai dengan kondisi geografis dan politis di

Indonesia. Penggunaan sistem desentralisasi dimaksudkan :

e Untuk meringankan beban dan tugas pemerintah pusat.

e Untuk meratakan tanggung jawab.

e Untuk memobilisasi potensi masyarakat banyak buat kepentingan umum.

e Untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam pengurusan kepentingan
daerah.

Konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasiy adalah dibentuknya
daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu yang berhak, berwenang mengatur< dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa.Seridirl-berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan negara kesatuan repuiiik Indonesia. Menurut UU Nomor 22 Tahun
1999, kewenangan yang dimilili Gleh daerah otonom tersebut untuk mengatur
dan mengurus kepentifigan vmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan
berdasarkan aspirasitmasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaktrdisebut Otonomi daerah.

Adapun prinsip pemberian otonomi daerah menurut UU Nomor 22
Tahun 1999 adalah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi
yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penjabaran dari prinsip ini di antaranya
adalah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman

daerah.
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4. Hegemoni Negara

Sebagai suatu konsep yang abstrak, Negara sebenarnya tidaklah begitu
mudah untuk dideskripsikan maupun didefinisikan, sampai saat ini belum ada
definisi Negara yang memuaskan dan tuntas, yang sifatnya memadai untuk
membimbing Kkita ketika menjelaskan “peran Negara”, terutama dalam
memahami hubungannya dengan actor non Negara. Teori besar yang berkaitan
seperti Pluralis-Liberal maupun Marxis-Klasik mengalami kesulitan yang sama
ketika dikaitkan dengan definisi. Di samping itu, teori inimengalami kesulitan
dalam usaha menangkap peran, fungsi dan perkembangan Negara di Dunia
Ketiga. Secara integral hegemoni berarti “kepemimpinan” yang pada jaman ini
menunjukan sebuah kepemimpinan dari, €uatu negara tertentu yang sebuah kota
terhadap negara-negara lain yang.berhubiungan secara longgar maupun secara
ketat terintegrasi dalam negara\“pemimpin” (Gramschi, 2003). Bagi Gramschi,
konsep hegemoni berarti~suatu yang sangat kompleks.

Konsep hegewiori(Gramschi, 2003) menyatakan bahwa suatu kelas dan
anggotanya_menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas bawahnya dengan dua
cara, yaitU KeKerasan dan persuasi. Cara kekerasan (represif) yang dilakukan
kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan
cara persuasinya disebut dengan hegemoni. Perantara tindak donimasi ini
dilakukan oleh para aparatur negara seperti polisi, tentara, dan hakim, sedangkan
hegemoni dilakukan dalam bentuk menanamkan ideologi untuk menguasai kelas

atau lapisan masyarakat di bawahnya.
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Konsep hegemoni yang dikembangkan Gramschi berpijak mengenai
kepemimpinan yang bersifat ‘intelektual dan moral’. Kepemimpinan ini terjadi
karena adanya persetujuan yang bersifat sukarela dari kelas bawah atau
masyarakat terhadap kelas atas yang memimpin. Kesetujuan kelas bawah ini
terjadi karena berhasilnya kelas atas dalam menanamkan ideologi kelompoknya.
Internalisasi ideologi ini dilakukan dengan membangun sistem dan lembaga-
lembaga, seperti Negara, Commen sense, kebudayaan, organisasi, pendidikan,
dan seterusnya, yang dapat menyemen atau memperkokoh ffegemoni tersebut.

Studi tentang Negara mengalami perkembangan yang cukup intensif,
khususnya menyangkut kedudukan dan perangn) Negara kaitannya dengan
masyarakat. Negara sebagai struktur orgafisasitatau aktor sejarah yang potensial
mulai di jelaskan dalam studi yang.di lakukan oleh para ahli dari berbagai ragam
disiplin ilmu. Hal ini disebabkan-eleh adanya perbedaan cara pandang dan
pendekatan ideologis, sehingga kondisi ini memunculkan teori-teori tentang
Negara, baik itu Negara-sebagai alat (instrument), teori strukural tentang Negara
maupun Negara, sebagai suatu kekuatan yang mandiri. Djiwandono (1987)
mengemukakan bahwa kritik utama yang dilancarkan oleh para penentang
pendekdtan yang menempatkan negara sebagai pusat (state centered) adalah
mereka yang melihat semakin pentingnya aktor-aktor lain di luar Negara (non
state actor). Sedangkan kritik yang datangnya dari pendekatan individu
(individual centered) berangkat dari kekuatiran akan terjadinya manipulasi oleh
sekelompok elit kekuasaan yang mengklaim bahwa kepentingannya itu ditujukan

untuk Negara.
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Studi tentang Negara mendapatkan tempat yang agak meningkat dalam
disiplin ilmu politik. Hal ini dimungkinkan bukan hanya telah berkembangnya
literatur-literatur mengenai Negara dan derasnya kemunculan rezim pada Negara
pasca kolonial yang otoriter dan represif, akan tetapi ditandai dengan semakin
besarnya bahkan semakin bertahan dan menguatnya peran yang dimainkan oleh
Negara di Dunia Ketiga. Kondisi ini menyebabkan Negara dalam hubungannya
dengan individu masyarakat sipil non Negara akan tetap dominan di masa-masa
mendatang. Giddens (1990:69) menegaskan bahwa bagairtranapun juga, Negara
masih memainkan peranan penting, sebab pengawasan ‘atas” yurisdiksi nasional,
otoritas politik dan ekonomi domestik serta. hak-hak teritorial masih berada
dalam genggaman dan dominasi Negara.

Perbedaan persepsi tentang bagaimana yang semestinya (normatif)
dimainkan oleh Negara selama in#eidukung oleh landasan-landasan teoretis yang
berakar pada filsafat pelitik, Akan tetapi fenomena yang belakangan terjadi,
telaah atas Negara mgiaimengacu pada kenyataan-kenyataan empiris. Sehingga
dalam konteks', iri” Negara mempunyai format yang berbeda-beda dalam
kehidupan sosial.

Melalui kemampuan pendanaan (eksploitasi sumber alam atau hutang luar
negeri) serta penguasaan atas hukum dan aparat (birokrat), memungkinkan
Negara-negara berkembang memiliki peran yang semakin besar. Kenyataan ini
didukung oleh posisi masyarakat yang sangat dependent, sehingga secara esensial

Negara memiliki otoritas dan sekaligus sumber legitimasi, yang berakibat pada
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ketergantungan dan keterbelakangan masyarakat sipil pada sistem sosial

masyarakatnya.

Menurut Sosialismanto (2001), peran yang dimainkan oleh Negara ketika
berhubungan dengan masyarakat, dapat dilihat melalui tiga perspektif, yakni :

e Pendekatan liberal klasik (pluralisme liberal) yang memusatkan perhatian
pada persoalan normatif (ideal), empiris dan metodologik, yaitu individu-
individu yang kebebasannya mengejar kepentingan-kepentingan ekonomi
maupun politik. Pandangan ini percaya bahwa masyarakat akan mampu
mengatur dirinya sendiri, sehingga peran yang dimainkan oleh Negara sangat
kecil dan terbatas. Peranan Negara dalam persgektif ini meliputi :

a. Peranan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan campur tangan
satu kelompok masyarakat terhadap’masyarakat lainnya.

b. Peranan melindungi masyarakat dari perlakuan tidak adil oleh anggota
masyarakat laipriyasatdu tugas menciptakan kepastian administratif
keadilan.

c. Melaksanakan pekerjaan umum dan membangun institusi-institusi
tertentu’ yang tidak mungkin dibangun oleh masyarakat secara individual.

e Peranan Negara dalam perspektif Marxis dengan premis-premis yang
berlainan mempunyai perbedaan dan persamaan dengan perspektif liberal
klasik. Perbedaannya terletak pada penolakan asumsi liberal klasik akan
fungsi normatif Negara yang secara netral akan menjamin kompetisi
ekonomi dan politik dalam masyarakat. Perspektif Marxis melihat bahwa

secara eksklusif, Negara merupakan alat penindas dari kelas yang berkuasa,
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yang dapat menjadi mesin untuk menekan kelompok yang tertindas.
Persamaannya terletak pada pandangan bahwa masyarakat sosialis (komunis)
juga mampu untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga secara implisit teori
Negara ini telah menempatkan masyarakat menjadi independent dan Negara
menjadi dependent variable. Selain itu, teori Marxis mengembangkan suatu
konsep yang nonhegemoni, selain Negara sebagai alat hegemoni.

Dua persepektif tersebut melihat peran Negara sebagai society-
centered approach, sehingga sekalipun institusi Negara diperlukan oleh
masyarakat akan tetapi peran tersebut hanyas terbatas pada kemauan
masyarakat, atau dengan kata lain bahwa.NeQgara’hanya dipandang sebagai
institusi yang pasif, dependen dan bukam sebagai organisasi yang melakukan
fungsi penetratif terhadap kehidupan sosial.

e Konsepsi dari peran Negara padd Dunia Ketiga (Negara berkembang) jelas
memerlukan pemahaman, yang lebih empiris, sehingga mampu menjelaskan
fenomena otoriterisiie yang terjadi. Dalam konteks ini, Negara ditempatkan
sebagai <nstitusi yang memiliki kemandirian atau independensi (teori
mengudtitya Negara) yang berakibat pada melemahnya peran masyarakat
sipil.

Pemikir Klasik Barat seperti John Locke, J.J. Rosseau dan G.W.
Frederich Hegel (Suseno, 1988:70) mengemukakan peran Negara kaitannya
dengan masyarakat, sebagai :

a. Pertama, Negara mempunyai posisi yang sangat netral dari berbagai

kepentingan dalam masyarakat. la diibaratkan sebagai wasit dalam suatu
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perlombaan yang memperebutkan kepentingan dalam masyarakat. Pada
tataran ini, posisi masyarakat menjadi kuat, sedangkan Negara menjadi
lemah.

b. Kedua, Negara dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang bersifat
integral dan totalitas, sehingga tidak ada dualisme diantara keduanya.

c. Ketiga, Negara memiliki posisi yang otonom ketika berhadapan dengan
masyarakat, dalam hal ini Negara mampu mengambil inisiatif sendiri tanpa
perlu mendapatkan persetujuan dari masyarakat.

d. Keempat, otonomisasi Negara atas masyarakat Seperti-tersebut dalam sifat
ketiga kemudian membuat Negara cendertmg menduduki posisi dominan
dalam setiap pengambilan keputusan,

e. Kelima, otonomisasi Negara atas masyarakat juga membawa implikasi pada
tumbuhnya Negara yang aliepatif dari masyarakat.

f. Keenam, Negara hamyasmenjadi alat instrumen bagi kelas dominant dalam
masyarakat kapitaiisdan alienatif bagi masyarakat sosialis.

Berdasarkar“berbagai kajian tentang hubungan antara Negara dengan
masyarakat,“dapat disimpulkan suatu tipologi berdasarkan dua kriteria, yakni
apakah“Negara itu mandiri dan atau apakah Negara menjamin kepentingan
umum. Konsekuensi utama dari menguatnya Negara adalah melumpuhkan
dinamika dan daya kreatif masyarakat sipil yang pada tahap selanjutnya akan
menghambat proses pembangunan Negara di segala bidang. Sebaliknya apabila

Negara terlalu lemah akan menimbulkan sifat anarkhi. Keseimbangan antara

Negara dan masyarakat sipil adalah model yang normatif dan senantiasa dicari
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karena merupakan isyarat dan prasyarat bagi transisi ke arah demokratisasi yang
diinginkan.

Pendekatan teoretik mengenai otonomi Negara (Negara kuat) menjadi
cukup representatif dan signifikan untuk menggambarkan dan menganalisis peran
Negara di Dunia Ketiga (Negara berkembang), termasuk Indonesia, yang dalam
konteks ini posisi masyarakat menjadi sangat lemah. Dengan demikian substansi
dalam pemikiran ini telah melihat kebangkitan fungsi-fungsi Negara di Indonesia
yang semakin menguat disebabkan oleh suatu proses sttuktural historis yang
telah berlangsung sejak periode Kolonial Hindia Belanda, Struktur masyarakat
yang tumbuh sebagai akibat dari kolonialisme ‘wang telah bertahan pada masa
pasca kolonial dengan kecenderungan dar implikasi yang tidak jauh berbeda dari
masa kolonial, sehingga dengan demikian” proses semacam ini mempengaruhi
pembentukan Negara dan masyarakat pasca kolonial, yang oleh Alavi (1972)
disebut sebagai “post colonial-state”.

Di Indonesiag perigertian Negara diartikan sama dengan pemerintah
karena dalam_Kkeriyataannya lembaga eksekutif lebih mendominasi apabila
dibandingkart dengan pihak lainnya. Paling tidak, menurut Rahardjo (1984),
pemeriritah memonopoli identitas (representasi) Negara. Konsekuensi logis dari
identifikasi (aktor) pemerintah sebagai Negara adalah, bahwa pemerintah selalu
berada pada pihak yang benar dan kuat, sedangkan yang berada di luar lingkaran
kekuasaan Negara (masyarakat) merupakan pihak yang lemah. UUD 1945 sendiri
memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap lembaga eksekutif Negara.

Pengertian yang demikian itu, sebenarnya keliru karena telah menempatkan
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kekuatan non Negara (masyarakat sipil) pada posisi pinggiran, sehingga sama
sekali tidak mempunyai akses atau representasi terhadap Negara, meskipun
secara empiris pemerintah (Negara) di Dunia Ketiga mendominasi dan

menentukan hampir segala aspek kehidupan masyarakat.

5. Demokrasi.

Demokrasi di Indonesia merupakan topik yang menarik untuk dijadikan
bahan diskusi, terlebih akhir-akhir ini mengingat orang menaruh harapan sangat
besar akan terjadinya kehidupan politik yang lebih baik. Dalam ilmu politik, di
kenal 2 (dua) macam pemahaman tentang demok«asi, yakni secara normatif dan
secara empirik (Gaffar, 2000:3). Secara norimatif; demokrasi merupakan sesuatu
yang secara idiil hendak dilakukan dtau diselenggarakan oleh sebuah negara,
seperti yang termuat pada Pasdl /1~ ayat 2 Undang-undang Dasar 1945
“Kedaulatan adalah di tarfgan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, dengan kata lain bahwa pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dafiuntuk-rakyat”.

Pengertian demokrasi secara empirik dikemukakan oleh Juan Linz (ibid,
2000:4) menyatakan bahwa “Kita menyambut baik sistem politik demokrasi jika
sistem itu mengijinkan free formulasi politik, melalui kebebasan dasar dari
asosiasi, informasi, dan kominikasi untuk tujuan persaingan bebas antara para
pemimpin untuk menerapkan interval yang berkala oleh nonvoilent, artinya
klaim peraturan suatu sistem demokratis dilakukan tanpa melibatkan suatu

politik yang efektif dari kompetisi itu, atau melarang setiap anggota dari
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komunitas politik dari mengekpresikan, pilihan mereka dengan norma-norma
yang berlaku menggunakan paksaan untuk memaksa mereka”. Pemahaman
demokrasi dalam konteks ini memungkinkan kita untuk mengamati apakah
dalam suatu sistem politik, pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup
bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan
preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada.

Robert Dahl (ibid, 2000:5) mengemukakan bahwa *“rakyat harus
memiliki kesempatan yang khusus untuk memilih atau nienentukan bagaimana
masalah yang diagendakan sesuai dengan makna dari‘prases demokrasi”. Dalam
konteks ini, sesungguhnya yang berkuasa dalam’demokrasi adalah rakyat atau
demos, populus. Oleh karena itu, selalw ditekankan peranan demos yang
senyatanya dalam proses politik yang berjalan, paling tidak dalam 2 (dua) tahap
utama, yakni : pertama, agepda setting, yaitu tahap untuk memilih masalah apa
yang hendak dibahas dan _diputuskan; kedua, deciding the outcome, yaitu tahap
pengambilan keputugart. Selanjutnya Dahl mengajukan 7 (tujuh) indikator bagi
demokrasi secara empirik, yaitu :

e Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tentang politik atau kebijakan
secara konstitusional.

e Pemilihan resmi dilakukan secara damai pada waktu yang bersamaan, adil,
bebas dan tidak ada paksaan.

e Secara praktek semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam

pemilihan.
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Masyarakat yang sudah dewasa pada umumnya memiliki hak untuk memilih
kandidat yang sesuai dan dipercaya dalam suatu pemilihan.

Masyarakat memiliki hak untuk memilih secara efektif ekpresi kebebasan
secara partikular, ekpresi politik termasuk Kritik resmi terhadap kewenangan
pemerintah baik politik, ekonomi dan sistem sosial maupun idiologi yang
dominan.

Rakyat memiliki akses untuk mencari sumber informasi dan tidak dimonopoli
oleh pemerintah atau golongan tertentu.

Pada akhirnya mereka memiliki dan secara efektit'aiemaksa kehendak untuk
dan ikut serta dalam suatu asosiasi politik sepérti Kelompok-kelompok politik
dan kelompok pemerintah, yang mefiegba untuk mempengaruhi pemerintah
dengan cara damai, dan lain-lais:

Huntington (1991:37-38) yang banyak memberikan kontribusi bagi

pemahaman tentang poOlitiks dan demokrasi, mengidentifikasi sejumlah faktor

atau variabel yarig ‘berpengaruh terhadap proses demokratisasi dalam sebuah

masyarakat, ‘@i.antaranya :

Statu, level/tingkat kerja yang tinggi dari kekayaan ekonomi;

Relatif sama distribusi dari pendapatan dan/atau kekayaan;

Ketidakhadiran dari feudalisme dalam masyarakat;

Sebuah golongan borjuis yang kuat (“tidak ada borjuis, tidak ada
demokrasi);

Perkembangan dari konteks/persaingan politik sebelum perluasan/ekspansi

partisipasi publik;
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e Pemimpin-pemimpin politik berkomitmen pada demokrasi;

e Tradisi dan toleransi dan berkompromi;

e Keinginan untuk melindungi negara-negara demokratis dan sebagainya.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan tersebut, konsep good

governance yang mensyaratkan adanya sinergi bagi para stakeholder atau dengan
kata lain tidak adanya komponen yang dominan, tidak dapat diwujudkan manakala
penyelenggara pemerintahan di daerah tidak memiliki kewenangan dan
tanggungjawab untuk membuat keputusan sendiri dalam, rangka mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dernigan prakarsa dan aspirasi
masyarakat, yang didasarkan pada kondisi, potepsi dan karakteristik yang dimiliki
oleh daerah tersebut. Kewenangan dan tanggung,jawab dalam membuat keputusan
tersebut sering disebut dengan istilah~desentralisasi, oleh karena itu konsep good
governance tidak bisa dilepaskan ‘@ari“masalah desentralisasi. Dengan demikian,
menurut Widodo (2001, 37) karakteristik good governance pada hakekatnya adalah

perwujudan nyata dari préakteK demokrasi (democracy).

6. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris vyaitu “Participation” adalah
pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Devis (1996:27),
partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian
tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut kunci
pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah

suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta
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dalam pelaksanaan dan juga turut memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat
kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-
bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Jadi dari
beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah
suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon
terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar serta
mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas keterlibatannya.

Menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk yaitu p@rtisipasi vertikal dan
partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam
masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengamihil bagian dalam suatu program
pihak lain dalam hubungan mana masyarékat  berada sebagai posisi bawahan.
Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai
prakarsa di mana setiap anggota’kelompok masyarakat berpartisipasi secara
horizontal antara satu dengan yang  lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama
maupun dalam rangkawmetakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi
sendiri, tentu saja ‘parfisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya
masyarakat, yarng mampu berkembang secara mandiri.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide,
pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk
memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan
memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang

diikutinya.
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Bentuk-bentuk partisipasi yang nyata yaitu, (1) Partisipasi uang, adalah
bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan
masyarakat yang memerlukan bantuan. (2) Partisipasi harta benda, adalah partisipasi
dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau
perkakas. (3) Partisipasi tenaga, adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk
tenaga kerja untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan
suatu program. (4) Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui
keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang
membutuhkannya.

Berdasarkan sebagaimana tertuang dalam_Pagduan Pelaksanaan Pendekatan
Partisipasi yang disusun oleh Department Foy” Iriternational Development (DFID)
(dalam Monique Sumanpouw, 2004:106-107) prinsip-prinsip partisipasi adalah (1)
Cakupan, semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak
dari hasil-hasil suatu keputusanatau proses proyek pembangunan. (2) Kesetaraan dan
kemitraan (Equel partperghiip),” pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan,
kemampuan dan. prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa
tersebut derlibat” dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa
memperhitlingkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. (3) Transparansi,
semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim komunikasi
terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. (4) Kesetaraan kewenangan
(sharing/power/equal powership), berbagai pihak yang terlibat harus dapat
mengembangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya

dominasi. (5) Kesetaraan tanggungjawab (sharing responsibility), berbagai pihak
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mempunyai tanggungjawab yang jelas dalam setiap peoses karena adanya kesetaraan

kewenangan (sharing power) dan Kketerlibatannya dalam proses pengambilan

keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. (6) Pemberdayaan (empowerment),
keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses
kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama
lain. (7) Kerjasama, diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk
saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahariyang ada, khususnya
yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia:

Tipe-tipe partisipasi dapat berupa hal-hal sebagal berikut:

1. Partisipasi pasif/manupulatif yang memilii giri=ciri (a) Masyarakat berpartisipasi
dengan cara diberitahu apa yang .sedang-atau telah terjadi, (b) Pengumuman
sepihak oleh manajemen atau.pélaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan
masyarakat, dan (c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan
profesional di luar kelgrmipok sasaran.

2. Partisipasi deagan ¢ara memberikan informasi dengan ciri-ciri (a) Masyarakat
berpartisipasi“dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti
dalam KUesioner atau sejenisnya, (b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk
terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian, dan (c) Akurasi hasil penelitian
tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi melalui konsultasi dengan ciri-ciri (a) Masyarakat berpartisipasi
dengan cara berkonsultasi, (b) Orang lain mendengarkan dan membangun

pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefenisikan permasalahan
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dan pemecahannya dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat, (c)
Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama, dan (d) Para profesional
tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat sebagai
masukan untuk ditindaklanjuti.

4. Partisipasi untuk intensif materil dengan ciri-ciri (a) Masyarakat berpartisipasi
dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja demi mendapatkan
makanan, upah, ganti rugi dan sebagainya (b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam
eksperimen atau proses pembelajarannya, dan (c) Masyardkat _tidak mempunyai
andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang
disediakan/diterima habis.

5. Partisipasi fungsional dengan ciri-ciri ,{a)” MaSyarakat berpartisipasi dengan
membentuk kelompok untuk mencapai tujian yang berhubungan dengan proyek,
(b) Pembentukan kelompok biasanya setelah adanya keputusan-keputusan utama
yang disepakati, dan (c)-Pada awalnya kelompok masyarakat ini bergantung pada
pihak-pihak luar (fasilitator'dan lain-lain), tetapi pada saatnya mapan sendiri.

6. Partisipasi interaktif-dengan ciri-ciri (a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis
bersama, yarg mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga
sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada, (b) Partisipasi ini
cenderung melibatkan metode interdisiplin yang mencari keragaman perspektif
dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik, dan (c) Kelompok-kelompok
masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga

mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
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7. Self mobilization adalah partisipasi yang memiliki ciri-ciri (a) Masyarakat
berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan
pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki, (b)
Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk
mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan, dan (c)
Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
suatu program, sifat-sifat faktor tersebut dapat mendukungsuatu keberhasilan
program, namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program.
Misalnya faktor usaha, terbatasnya harta bendad pendidikan, pekerjaan dan
penghasilan. Angell (dalam Ross, 1967:130) meryatakan partisipasi yang tumbuh
dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kecenderungan sgseprang dalam berpartipasi yaitu (1) Usia : Faktor
usia merupakan faktor yamg memipengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-
kegiatan kemasyarakatan”yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas
dengan keterkaitan' moral kepada nilai-nilai dan norma masyarakat yang lebih
mantap, cenderunhg lebih banyak yang berpartipasi daripada mereka dari kelompok
usia lainnyg;,” (2) Jenis Kelamin : Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur
berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah
“didapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang
terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran
perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan

pendidikan perempuan yang semakin membaik, (3) Pendidikan : Dikatakan sebagali

44

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40903.pdf

salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi.  Pendidikan dianggap dapat
mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang
diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, (4) Pekerjaan dan
Penghasilan : Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan
seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan
dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong
seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan harus didukung oleh suasana
yang mapan perekonomian, dan (5) Lamanya tinggal : Lamafya, seseorang tinggal
dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi“dengan lingkungan
tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorangwSemakin lama ia tinggal dalam
lingkungan tertentu, maka rasa memiliki, €erhadap lingkungan cenderung lebih

terlihat dalam partisipasinya yang besar-dalant setiap kegiatan lingkungan tersebut.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Beberapa simpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis sinergi
Birokrasi Swasta dan Masyarakat dalam proses formulasi kebijakan perencanaan
pada BAPPEDA Kabupaten Bengkayang, yakni sebagai berikut :

Demokrasi dalam proses formulasi kebijakan perencanaan dapat
dipahami sebagai akomodasi kepentingan masyarakat\.dajlam menentukan
kebijakan serta adanya partisifasi masyarakat dalam prases pembuatan kebijakan
publik. Simpulan pertama adalah proses/forrmuldsi kebijakan perencanaan
pembangunan pada BAPPEDA Kabupédteri” Bengkayang selama ini telah
mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana dalam proses
perumusan kebijakan dimudai melalui kegiatan Musrenbang dari tingkat desa,
tingkat kecamatan sampaipada tingkat kabupaten. Kegiatan musrenbang bagi di
tingkat desa, tigkat Kecamatan maupun di tingkat kabupaten melibatkan
berbagai pihak-yaitu DPRD Kabupaten Bengkayang, Badan/Dinas/Kantor yang
ada di ‘Kabupaten Bengkayang, Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkayang,
pihak swasta seperti Perguruan Tinggi, Bank, Tokoh Agama, Tokoh Adat,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan LSM yang ada di wilayah Kabupaten
Bengkayang, serta melibatkan Muspida Kabupaten Bengkayang.

Simpulan kedua dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya sinergi
birokrasi, swasta dan masyarakat di dalam proses formulasi kebijakan
perencanaan pembangunan, di mana dalam penyusunan kebijakan perencanaan
telah melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di
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wilayah Kabupaten Bengkayang, dan mengakomodasi semua aspirasi yang
muncul dari masyarakat sehingga dapat menghasilkan perencanaan
pembangunan yang baik yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat
secara merata.

Simpulan  ketiga  menunjukan  bahwa  faktor-faktor  yang
mempengaruhi sinergi birokrasi, swasta dan masyarakat dalam proses formulasi
kebijakan perencanaan pembangunan adalah faktor sumber daya manusia. Untuk
memenuhi harapan dan kebutuhan yang tepat, diperluk@ns,strategi yang baik
untuk mengelola bagaimana sumber daya manusia yang,ada dapat memberikan
kontribusi yang positif pada masyarakat dan perngrintah. Strategi pengembangan
sumber daya manusia merupakan hal ¢yahg“utama, yang dapat mendukung
pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyelenggarakan pemerintahan
yang baik sesuai dengan konsép-.good governance dengan memperlihatkan
kualitas pembangunan yangmemuaskan, sehingga betul-betul menjalankan misi
positif dari pemerintaii~Kabupaten Bengkayang, terutama di mata masyarakat
kabupaten tersebut;

B. SARAN

Berkaitan dengan proses formulasi kebijakan perencanaan
pembangunan pada BAPPEDA Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan
melalui kegiatan Musrenbang terutama Musrenbang di tingkat kecamatan, sudah
terjadi sinergisitas antara sektor pemerintah, swasta dan masyarakat, tetapi perlu
adanya peningkatan Kketerlibatan para stakeholder seperti Anggota DPRD
khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) kecamatan yang

bersangkutan, karena berdasarkan hasil penelitian ini dalam pelaksanaan
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Musrenbang tingkat kecamatan, didapati di beberapa kecamatan tidak dihadiri
oleh Anggota DPRD. Begitu juga dalam pelaksanaan forum SKPD di tingkat
Kabupaten sering anggota DPRD tidak hadir. Hal ini akan sangat mempengaruhi
tingkat kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan.

Karena kekuatan relevansi faktor-faktor yang mempengaruhi sinergi
Birokrasi, Swasta dan Masyarakat dalam proses Formulasi Kebijakan
Perencanaan, maka penetapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
implementasi suatu kebijakan publik harus dilakukan Seeara spesifik sesuai
dengan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi dari suatu fekasi yang menjadi sasaran
kebijakan. Di samping itu, asas keterwakilandkelompok sasaran dan bukan
sasaran harus dipertimbangkan dengan<cermat” dalam rangka mengumpulkan
data dan informasi yang diperlukan’/serta alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan informast tersebut harus didesain secara cermat dan
sistematis sehingga mewakili pendapat yang berkembang di dalam masyarakat.

Belajar. dari“tontoh kasus yang diteliti, dapat disusun suatu strategi
yang harus._dilakGkan dalam proses formulasi kebijakan perencanaan
pembapgurian. Strategi tersebut meliputi prinsip dan tahapan kegiatan yang
harus Gipatuhi dan dilakukan secara sistematis. Proses formulasi kebijakan
perencanaan harus mengandung prinsip keterbukaan, rasionalitas dan motivasi
yang benar dan tepat dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Tahapan
pelaksanaan proses formulasi kebijakan perencanaan harus dilalui secara
sistematis dimulai dari pemaparan kebijakan, sosialisasi kebijakan dan hasil
pemaparan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan

pembangunan. Semua tahapan pelaksanaan itu harus melibatkan semua
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komponen: pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kedudukan dan
fungsi masing-masing dalam proses formulasi kebijakan perencanaan

pembangunan.
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PEDOMAN WAWANCARA
Daftar pertanyaan ini hanya merupakan point-point pertanyaan
berdasarkan tema penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang
diajukan imforman dikembangkan di lapangan.

l. Identitas Informan :

1. Nama e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2. Umur e e e e e e e e e e e e e e
3. Jenis Kelamin TIPSR v TR
4. Pekerjaan PRI N N
5. Jabatan TR ¥ 4 TR
6. Lama Bekerja SUTRTRTITTITITRTIIY 47 A 2
7. Alamat N TSR RTRPP

I1. Daftar Pertanyaan
A. Mekanisme  Pelaksanaan  Formulasi  Kebijakan  Perencanaan
Pembanmghunan @i Bappeda Kabupaten Bengkayang
1. Proses k0rulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
2. Strategi untuk mencapai sasaran
3.Tahapan - tahapan dalam proses formulasi kebijakan perenanaan

pembangunan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40903.pdf

B. Peran para stakehoulder (pemerintah,swasta dan masyarakat dalam
proses formulasi kebijakan perencanaan pembangunan di Bappeda
Kabupaten Bengkayang
1. Keterlibatan Stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

2. Keterlibatan stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam
pengambilan keputusan.

3. Unsur-unsur yang terlibat didalam proses fotmulasi kebijakan
perencanaan pembangunan.

4. Motivasi para stakeholder yang terlibat di dalam’proses memformulasikan
kebijakan perencanaan pembangunant

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergi birokrasi (pemerintah,swasta
dan masyarakat) dalam , proses” formulasi kebijakan perencanaan
pembangunan di Bappeda‘Kabupaten Bengkayang

1. Faktor Eksternal

(1). Aspek social budaya masyarakat

(2)~Bukungan Kelompok Masyarakat dalam berperan serta memberikan
aspirasi
2. Faktor Internal
(1).Bagaimana latar belakang Sumber Daya Manusia Pegawai di Bappeda

Kabupaten Bengkayang.
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(2).Bagaimana latar belakang Sumber Daya Manusia Stakehoulder yang
terlibat di dalam proses memformulasikan kebijakan perencanaan
pembangunan

(3).Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Bappeda
Kabupaten Bengkayang

(4).Bagaimana ketersediaan dana/finansial untuk mendukung proses formulasi

kebijakan perencanaan pembangunan.
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PEDOMAN OBSERVASI

A. Keadaan Geografis/Demografis Kabupaten Bengkayang

1. Lokasi dan Luas Wilayah Kabupaten Bengkayang

2. Keadaan Penduduk Kabupaten Bengkayang

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bengkayang
B. Kondisi Umum Kantor Bappeda Kabupaten Bengkayang

1. Kondisi Bappeda Kabupaten Bengkayang

2. Kondisi Sarana dan Fasilitas Kantor Bappeda Kabupateri'Bengkayang

3. Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Bengkayang
C. Komponen-komponen Pendukung Pelaksanaand¢layanan

1. Uraian Tugas Pegawai Bappeda Kabupaten Bengkayang

2. Program Kerja Bappeda Kabupaten Bengkayang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



	cover
	KOVER-akam
	Abstrak dll

	BAB I_Page_1
	BAB I_Page_2
	BAB I_Page_3
	BAB I_Page_4
	BAB I_Page_5
	BAB I_Page_6
	BAB I_Page_7
	BAB I_Page_8
	BAB I_Page_9
	BAB 2n3
	bab4_Page_01
	bab4_Page_02
	bab4_Page_03
	bab4_Page_04
	bab4_Page_05
	bab4_Page_06
	bab4_Page_07
	bab4_Page_08
	bab4_Page_09
	bab4_Page_10
	bab4_Page_11
	bab4_Page_12
	bab4_Page_13
	bab4_Page_14
	bab4_Page_15
	bab4_Page_16
	bab4_Page_17
	bab4_Page_18
	bab4_Page_19
	bab4_Page_20
	bab4_Page_21
	bab4_Page_22
	bab4_Page_23
	bab4_Page_24
	bab4_Page_25
	bab4_Page_26
	bab4_Page_27
	bab4_Page_28
	bab4_Page_29
	bab4_Page_30
	bab4_Page_31
	bab4_Page_32
	bab4_Page_33
	bab4_Page_34
	bab4_Page_35
	bab4_Page_36
	bab4_Page_37
	bab4_Page_38
	bab4_Page_39
	bab4_Page_40
	bab4_Page_41
	bab4_Page_42
	bab4_Page_43
	bab4_Page_44
	bab4_Page_45
	bab4_Page_46
	bab4_Page_47
	bab4_Page_48
	bab4_Page_49
	bab4_Page_50
	bab4_Page_51
	bab4_Page_52
	bab4_Page_53
	bab4_Page_54
	bab4_Page_55
	bab5
	PEDOMAN WAWANCARA




